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RUANG LINGKUP UPTD BPSMB
LAB PENGUJIAN LP-774-IDN

LAB KALIBRASI LK-100-IDN

Lada Putih, Biji Kakao, 
CPO
Rumput Laut, Amplang Ikan, Beras, 
Bungkil Sawit, Bawang Merah Goreng, 
Arang Kayu, Sabun Mandi, Biji Kopi, 
Cengkeh, Vanili, Kayu Manis, VCO, Keripik
Singkong

LAB. PENGUJI

Oven, Furnace, Inkubator, 
Water Bath, Termometer
Raksa, Anak Timbang, 
Timbangan, Alat Gelas, Kaliper, 
Stopwatch, pH-meter, 
Conductivity meter, 
Spektrofotometer, TDS meter, 
Turbidi meterr

Indikator Tekanan, Termohigrometer, 
Termometer digital, Viscometer

LAB. KALIBRASI

PASAR RAKYAT (SNI 8152 : 2021)

Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (SNI 7276 : 2020)

LEMBAGA SERTIFIKASI

PRODUK, PROSES DAN 

JASA

PROSES PEMBENTUKAN



SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA)

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu

yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode

yang disusun berdasarkan konsensus semua

pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang

terkait dengan memperhatikan syarat

keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan

hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, pengalaman, serta perkembangan

masa kini dan masa depan untuk memperoleh

manfaat yang sebesar-besarnya.

Standardisasi adalah proses 

merencanakan, merumuskan, menetapkan, 

menerapkan, memberlakukan, memelihara, 

dan mengawasi Standar yang dilaksanakan

secara tertib dan bekerja sama dengan

semua Pemangku Kepentingan.

Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan

untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem,

Proses, atau Personal telah memenuhi

persyaratan acuan.



STANDARDISASI

DAN

PENILAIAN KESESUAIAN
TUJUAN 

• Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, 

daya saing nasional, persaingan usaha yang 

sehat dan transparan dalam perdagangan, 

kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku

Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;

• Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, 

Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat

lainnya, serta negara, baik dari aspek

keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun

pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

• Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan

efisiensi transaksi perdagangan Barang

dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.



CONTOH APABILA STANDAR TIDAK 

DITERAPKAN



KELEMBAGAAN

BADAN 

STANDARDISASI 

NASIONAL 
Bidang Standardisasi dan 
Penilaian Kesesuaian

Standar Nasional 

Indonesia (disingkat SNI) adalah

satu-satunya standar yang berlaku

secara nasional di Indonesia. SNI 

dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu

disebut sebagai Panitia Teknis) dan

ditetapkan oleh BSN



PENERAPAN DAN PEMBERLAKUAN SNI

SUKARELA

WAJIB

https://bsn.go.id/main/berita/detail/

11826/regulasi-teknis-sni-yang-

diwajibkan

https://bsn.go.id/main/berita/detail/11826/regulasi-teknis-sni-yang-diwajibkan
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IN DEPTH
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CONTOH SNI WAJIB



BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN INFORMASI 

TENTANG SNI SUATU KOMODITI/PRODUK?

https://pesta.bsn.go.id

https://pesta.bsn.go.id/
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https://pesta.bsn.go.id/


CONTOH SNI



PENDAMPINGAN PEMERINTAH 
DALAM PENERAPAN SNI

UPTD BPSMB Pendampingan 
GMP

UKM di 
Kalimantan TImur

Good Manufacturing Practice (GMP)  
adalah sistem untuk memastikan

bahwa produk secara konsisten
diproduksi dan diawasi sesuai

dengan standar kualitas. 

Terdapat 2 dasar hukum yang menjadi acuan dalam kegiatan GMP (Good Manufacturing Practice), yaitu:

•Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 23/MEN.KES/SK/I/1978

- Tentang : PEDOMAN CARA PRODUKSI YANG BAIK UNTUK MAKANAN

•Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 75/M-IND/PER/7/2010

- Tentang : PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (GOOD

MANUFACTURING PRACTICE)

• PIRT
• Halal
• BPOM
• SNI
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PENDAMPINGAN PEMERINTAH 
DALAM PENERAPAN SNI

Persyaratan pendampingan UMKM oleh BSN :

1. Mempunyai legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha)

2. Memiliki izin edar produk (PIRT atau MD) untuk produk pangan

3. Memproduksi produk secara regular (khusus produk pangan, infrastruktur 

harus sesuai standar keamanan pangan)

4. memiliki merek dagang yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Diutamakan produk yang sudah ada dokumen SNI dan LSPro nya

https://pembimbingansni.bsn.go.id/
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SEKIAN DAN 
TERIMA KASIH

Does anyone have any questions?
Contact Us on :

bpsmb_kaltim@yahoo.co.id
0541 – 733731
https://bpsmb-kaltimprov.com

@uptdbpsmbkaltim

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Provinsi Kalimantan Timur


